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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2OO8 NOilOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEI{ KERII{CI
NOUOR 7 TAHUN 2OO8

TENTANG

PENGE]I DAtIAl{ DA}I PAK tI ]IGKUT{GAN

DEIIGA]I RAH}IAT TUHAI{ YATIG }IAHA ESA

BUPAn KERrNcr,

lrlenimbatg :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan

lingkungan hidup sebagai upaya dasar. dan berencana

melnget6n sumber daya secara bijalaary dalam pmbangunan
yani berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan

mu{r fridup, perlu diiaga kelstariannya dengan berbagai usaha

dan ahu kegiatan;

b. bahwa setiap usaha dan atau kegiaan pada dasamya

menimbulkan dampak pada lingkungan hidup yang perlu dikaji

sejak awal perencanaannya sehingga langkah pengendalian

dimpak negauf dan pengpmbangan dampak posiuf dapat

dipersiaPkan sedini mungkin;

c. bahwa dampak lingkungan hidup terhadap usaha dan atau

kegiatan bukan sali OerAampak Bar dan penting tetapi jqga

p,-nya dampak kecil dan penting serta dampak kecil oleh

karena itu diperlukannya acuan dan batasan dalam

menetapkan jenis usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi

dengan UpaV. Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL);



d. bahwa berdasarkan peltimbangan pada huruf a, huruf b dan

huruf c maka perlu membenhrk Perahrran Daerah tentang

Pengendalian DamPak Lingkungan;

Mengingot i
1. undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-undang Darurat Nomor 2L Tahun 1957 tenhng
lengubahan undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah swatantra Tingkat II dalam ungkungan

Daerah swatantra lingkat I sumatera Tengah sebagai

undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor fd3, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undqng Nomor 11 Tahun 1968 tentang Ketentuan-

Ketentuan pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2E+3) ;

3. Undang-Uqdang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengqlolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 ttomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
peratuian perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomior 32 Tahun 2004 tenung Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) rebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerinbh Pengganti undang-undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2S4
tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia
Nomor 4548) dan perubahan kedua dengan Undang-undang



7.

8.

9.

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

UnJung-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan

O."oti (Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 5'9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor M);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis

Mengenai Dampak Ungkungan (Lembaran Negara Republik

lnddesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AO7 GnEng

Pembagian urusan PemerinEhan antara Pemerintah dengan
pemeriitahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daemh

rabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik-Indonest3 Tahun

2005 Nomor t4O tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Daerah lGbupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2005

t"ntung Retribusi Izi;l Gangguan (Lembaran Daerah

fanudten KerinciTahun 2005, Nomor 9 Seri C Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang tenbng
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

TahunzaoTNomor!2,TambahanLembaranDaerah
Kabupaten Kerinci Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DE\^,AN PERWAKII.AN RAIffAT DAEMH KABUPATEN KERINCI

dan
BUPATI KERINCI

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan :
pERAniRAt{ DAERAH KABUPATEN ltsRll{cr TENTAI{G

PENGENDATIAIT DAUPAK LXI{GKU1{GAN.



BAB I
KETENTUAI{ UMUM

Pasal 1

Dalam Peratlran iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci'

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci'

3. BuPati adalah BuPati Kerinci'

4. Instansi Pengelola Ungkungan Hidup yang selanjutnya

disebut Instansi Teknis adalah Instansi Pemerintah

KabupatenKerinciyangtugaspokoknyamenanganiBidang
Lingkungan HiduP.

5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua

berida, 
'd^y^, 

keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia

aun 
'perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan

periteniaupin dun lieseiahteraan manusia serta makhluk

hiduP lain.

6. Dampak besar dan penung adalah perubahan lingkungan

hidui yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suaht

usaha dan atau kegiatan.

7. Dampak kecil dan penung adalah perubahan lingkungan

hidup yang kurang mendasar yang diakibad<an oleh suatu

usaha dan atau kegiatan-

8'DampakkeciladalahperubahanlingkunganhidupyangUdak
mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau

kegiatan.

g.Pengelolaanlingkunganhidupadalahupayaterpaduuntuk
mel6starit an tinlfungan hidup yang meliputi kebijaksanaan

penataan, pen[anfaltan, pengembangan' . 
pemeliharaan'

pemulihan,pengawasndanpngendalianlingkunganhidup'

10. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanj$nyt disebut

ANDAL adalair telaahan secara cermat dan mendalam tentang

dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau

kegiatan.



11.

L2.

L4.

15.

16.

L7.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan
penting terhadap lingkungan hidup yang timbul akibat dari
rencana usaha dan atau kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut
RPL adalah upaya pemantauan kemampuan lingkungan hidup
yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana

usaha dan atau kegiatan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL

adalah upaya penanganan dampak kecil dan penUng

terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari
rencana usaha dan atau kegiatan.

Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL

adalah upaya pemantauan kompnen lingkungan hidup yang
terkena dampak kecil dan penting akibat dari rencana usaha
dan atau kegiahn.

Analisis Mengenai Dampak Ungkungan yang selanjutnya
disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan
penting suatu usaha dan/ahu kegiatan yang direncanakan
pada lingkungan hidup yang dipedukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan
atau kegiatan.

Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DKL) adalah upaya
pengelolaan lingkungan untuk penanganan kegiatan yang
berdampak kecil dan penting yang tidak termasuk pada

kategori UKL dan UPL

Rekomendasi Kelayakan Lingkungan adalah rekomendasi
yang diberikan kepada setiap jenis usaha dan ahu kegiatan
yang telah memenuhi kiteria layak lingkungan.

Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang
bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau
kegiatan yang akan dilaksanakan.

Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai
dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

19.



{

2l', Komisi Teknis adalah komisi yang bertugas menilai dokumen
pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari bidang

keahlian masing-masing.

BAB II
]IIAI(SUD DAT{ TUTUAN

hsal 2
Pengendalian Dampak Lingkungan dimaksudkan sebagai salah satu

upaia untuk melakukan pengendalian terhadap dampak penting dari

suatu usaha dan atau kegiatan'

Pasal 3

Pengendalian Dampak Ungkungan bertujuan agar sumber daya alam

dan lingkungan hidup dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan

untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk
melindungi keleshrian hidup flora dan fauna.

BAB III
SUB'EK DAl{ OB'EK

Pasal 4

Subjek Pengendalian Dampak Lingkungan adalah orang pribadi atau

badan hukum yang usaha dan atau kegiahnnya kemungkinan dapat
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang meliputi :

a. perubahan bentuk lahan dan benhng alam;

b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun
yang bk tebaharui;

c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat
menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam

dalam pemanfiaatannya;

d. proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi

lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial

dan budaya;



{_

(1)

g.

h.

f.

prces dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi
pdesfiarian kawasan konselasi sumber daya alam dan/atau
perlindungan cagar budaya;

introduksi jenis fumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad
renik;

pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;

penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi
besar unhrk mempengaruhi lingkungan hidup; dan

kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau
mempengaruhi pertahanan negara.

Pasal 5
Objek Pengendalian Dampak Lingkungan meliputi :

a. Jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi
dengan AMDAL;

b. Jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL
dan UPL;

c. Jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi
dengan DKL; dan

d. lenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi
dengan Izin Gangguan (HO).

Rincian bidang, jenis kegiatan, skala/besaran jenis usaha dan
ahu kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL UKL dan UpL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan kegiatan
yang wajib dilengkapi dengan DKL diatur dengan peraturan
Bupati.

(2)

(3)



L
BAB IV

REKOTIIET{DASI KELAYAKAil LIilGKU]IGA]I
Pasal 6

Setiap omng atau badan hukum yang melakukan usaha dan
atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib
memiliki rekomendasi kelayakan lingkungan.

Rekomendasi kelayakan lingkungan diberikan pada jenis

usaha dan/abu kegiatan yang telah memenuhi persyaratan

layak lingkungan.

Rekomendasi kelayakan lingkungan merupakan qyarat yang

wajib dimiliki untuk mendapatkan izin melakukan usaha

dan/atau kegiatan yang diterbiUcan oleh pejabat yang

berwenang.

Bagian K6aht
Persryaratan dan Tata Cara hmberian Rekomendasi

Pasal 7
(1) Permohonan unftk mendapatkan rekomendasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan secara tertulis dan
diajukan ke BupaU melalui Instansi Teknis dengan
persyaratan *bagai berikut :

a. Surat pernyaban bersedia melakukan upaya pengelolaan
lingkungan (UKL);

b. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan
pembayaran ganU rugi dan atau pemulihan kualitas
lingkungan yang rusak atau tercemar;

c. Hasil studiAMDAL atau;

d. Hasilstudi UKL dan UPL; dan

e. Hasilshrdi DKL.

(2) Ketentuan tata cara / mekanisme pemberian rekomendasi
rebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

(1)

(2)

(3)



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Bagian Kedua

Pemprcsean Rekomendasi

Pasal 8

Unfuk memproses permohonan rekomendasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 diperlukan adanya saran teknis dari
Tim Peneliti.

Tim Peneliti terdiri dari KomisiTeknis dan Komisi Penilai.

Ketenfuan lebih lanjut mengenai bta cara penilaian
permohonan rekomendasi diatur dengan Perahtmn Bupati.

Tim Peneliti diusulkan oleh Instansi Teknis dan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Tim Peneliti mengadakan penelitian tefiadap ha$l
strrdi AMDAL UKL dan UPI- serta DKL serta mengadakan
peneliUan langsung ke lokasi yang direncanakan unfuk
dijadikan tempat usaha.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada apt (1) dimuat
dalam Berita Acara yang merupakan saran teknis sebagai
kelengkapan permohonan rekomendasi.

Pasal 1O

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku selama
tidak berbntangan dengan peraturan yang ada dan ditebitkan oleh
instansi yang menangani lingkungan hidup.

Pasal 11

Setiap 1 (satu) hhun sekali pemegang rekomendasi
diwajibkan untuk mendapatkan legalisasi rekomendasi.

Tata cara dan prosedur legalisasi rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

(2)

(1)

(2)



TD

Pasal 12

Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku apabila :

tidak mendapatkan legalisasi rekomendasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 aYat (1);

berakhimya kegiatan ; dan

pencabutan rekomendasi.

(2) Pencabutan rekomendasi dilakukan apabila :

pemegang rekomendasi tidak melakukan kegiabn selama

1 (satu) bhun sejak dikeluarkannya rekomendasi;

pemegang rekomendasi melakukan kegiatan usaha yang

beftentangan dengan isi rekomendasi;

rekomendasi dipindahtangankan tanpa pemberitahuan

kepada Bupati;

pemegang rekomendasi tidak melaksanakan AMDAI. UKl-,

UPL dan DKL.

Rekomendasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan

dalam hal :

perolehan rekomendasi dilakukan dengan tidak melalui
prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 7;

membahayakan kepentingan umum.

(1)

Pasal 13

Pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

tZ ayat (2) terlebih dahulu dilakukan melalui proses
peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang
waKu masing-masing 10 (sepuluh) hari terhitung sejak
diterimanya Surat Peringatan.

Apabila pringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pemberhentian

sementara kqiatan untuk jangka wakht 30 (tiga puluh) hari.

Apabila pembekuan rekomendasi dilakukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka
rekomendasinya dicabut.

b.

c.

(3)

a.

(2)

(3)



BAB V

PET{GGOLONGA]I REKOTII El{ DASI

Pasal 14

Ferggdongan rekomendasi didasarkan atas prediksi darnpak

$ngkungan yang ditimbulkan, terdiri dari :

a. dampak besar dan penting wajib AMDAL;

b. dampak kecildan penting wajib UKL dan UPL; dan

c. dampak kecil tidak wajib AMDAL atau UKL dan UPL tetapi
wajib DKL.

(1)

(2)

BAB VI
PEHBII{AAII DAl{ PENGAWASA]I

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan studi
AMDAL, UKl., UPL dan DKL adalah tanggung jawab instansi
bknis.

Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan wajib
memberikan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
usaha dan atau kegiatan minimal 3 (Uga) bulan skali kepada
Instansi teknis.

BAB VA
LARAI{GAil

Pasal 16

Jenis usaha dan atau kegiatan yang dilarang untuk dikelola adalah
jenis usaha dan abu kegiatan yang dilarang sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



(1)

(2)

BAB VIII
$!ll(sr
Pasal 17

setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Plsd 6 ayat (1), Pasal 7 atau Pasal 11 dapat

dikenakan sanksi berupa pencabubn rekomendasi dan izin.

pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud

padi ayat (1) iuga dilakukan terhadap planggaran :

Perryaratan pokok yang diajukan temyata mengandung

mai, misih dalam sengkeb, kekeliruan'

penyanngunaan, ketidakteradaan, ketidakakuratan,

i<eU6frongan dan atau tidak ss.rai dengan peraturan

perundang-undangan Yang berlaku;

Pelaksanaannya telah' menyimpang dari ketentuan dan

persyaratan yang ada dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

Dalam waKu selama{amanya 6 ( enam ) bulan temyata

tidak terpnuhinya $atu keharusan yang berdasarkan

peratr.rran perundag-undangan yang berlaku; dan

Usaha dan abu kegiatan telah dihentikan selama tz
( dua belas ) bulan berturut-hrrut dan tidak diajukan lagi'

(3) Tata cara pengenaan sanksi pencabubn izin sebagaimana

dimaksud dadJ ayat (1) dilakukan dengan bhapan sebagai

ben'kut:

Kepada penanggung jawab diberikan teguran pel€ma

seiara tertulis dalam jangka waktu selama{amanya
30 (uga puluh) hari untuk segera menghentikan

pelanggaran;

Apabila tguran pertama sebagimana dimaksud pada

huruf a belum diindahkan oleh penanggung jawab'

dikenakan teguran kedua secara tertulis dalam jangka

waKu selamalbmanya 30 (tiga puluh ) hari untuk segera

menghenUkan Pelanggaran :



c. Apabila teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf

bbelumdiindatrkanolehpenanggunjawa4dikenakan
teguran ketiga secara tertulis dalam jangka waKu selama'

lamanya go i tiga puluh ) hari unhrk segeffi menghenukan

Pelanggaran :

d. Apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf

c belum Jiinoatrtan oleh pnanggung jawa4 dikenakan

pencabubnizinsguaidenganpeffittlrafiperundangr
undangan Yang berlaku.

(4) Ha Siap tahapn sbagaimana dimaksr-td Fda ayat (3)

pejabat ying berwenarg wajib memberikan .kesempatan
ietuas mungkin kepada penanggung jawab usaha dan atau

kegiatan unhrk memberikan penjelasan'

(5) Kepala Instansi td<nis untuk dan atas nana fupaU

mengajukan rekomendasi pencafubn izin usaha dan atau

kegiatan.

(6) Pengenaan sanksi perrcabubn izin ehgalmana dimaksud

pad; al€t (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang

mengeluarkan izin usaha dan atau kegiatan.

(1)

(2)

Pasal 18

Penanggung jawab dapat dikenakan sanksi berupa
penghentian atau penuhrpan sementara usaha dan atau

kegiatan.

Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan semenbra
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :

a. Sifat dan bobot pelarEgoranny'a.

b. Belum terpenuhi persyarutan pokok yang telah

ditentukan.

c. PelanggBran atau ksalahan yang bersifat teknis

Tata cara pengenaan sanksi penghentian atau penutupan

sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

melalui tahapan sebagai berikut:

(3)



(4)

(s)

a.Pemberitahuansecaratekniskepadapelaksanausahadan
te, fgitAn dengan disertai alasan yang jelas dan wajar

b. Penanggrung iawab usaha dan atau kegiabfi w?lib diberi

kesempatan secukupnya unilk memberikan penjelasan'

e. Peiabat yang berwenary setelah mempertimbangl€n

UeGgai 
'a$ek dapat melakukan pengenaan sanksi

ffipt penjhentian atau penutupan semenbra usaha

dan atau kegiatan.

Penghentian atau penutupan sementara sebagaimana

oimit<sua pada ayat (2) dan-ayat (3) ditakukan oleh pejabat

Ving berwenang btgi usaha dan atau kegiefi yang

bersangkutan.

Kepala Instansi teknis unhrk dan atas nama Bupti
mengajulGn surat rekomendasi pengtrentian atau penutupan

,on&i"* usaha dan abu kegiatan kepda pejabat

berwenang yarq nrerEeluarhn izin usaha dan abu kegiabn.

BAB IX
PEIIYIDIK/AN

hsal 19

Pejabat Pegawai lrlegeri sipil di lingkungan Pemerintahan

Daenh oioe* wewenang khusus sebagai penyidik untuk

melakukan penyidikan undak pidana di bidang lingkungan

dimaksud O-alam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik seb,agnimana dimaksud pada ayat (1)

adalah :

a. Mererimar nrerna{ nffigumputkart dan menditi

keterangan abu laporan berkenaan dengn tindak pidana

di bidang lingkungan agar keterangan atau laporan

tersebut menjadi lengkap dan jelas.

(1)

(2)



b. Meneliti, fllencari' mengumpulkan keterangan mengenal

or.ng litiOtOi atau badln tentang kebenaran prbggbn

;."g 
-.fiiuf.rf.tn 

sehubungan dengan tindak pidana

lingkungan tersebut.

c. Minta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi

uA, UtO.n selrubungan dengin tindak pidana di bidang

lingkungan.

Memeriksa buku-buku, cahtantataEn dan d<umen-

ilkd;, bin berkenaan dengan tindak pidana di bidang

lingkungan dan Prambangan'
U*.t"tu* penggeHahan uflttft mendapat bahan bukti

frUuirun, pe-n-catat' Oan .do$qrendokumen 
lain' serta

-*.l.trftn 
$nyitaan terhadap bhan bukti tetsebut'

Mernintabantuantenagaahlidalamrangkapelaksanaan
trg"t ftydikan tinda[ pidana di bidang lingkungan dan

pertambangan.

meoyo*tt berhentl, nretarang sqgrang
ruangatautempatpadasaatpemeritsaanidentitasorang
atau?okumen yang di bawa seuagaimana dimaksud pada

huruf e;

h. Memotret smriang yang berkaitan dengan tindak pidana

dampak lingkungan dan pertambangan;

i.Memanggilorangunftrkdidengarketeranganrryadan
diperiksa sebagai tersangka abu saksi;

j. Menghentikan PenYidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu unhrk kelancaran

penyidikantirdakpidanadibidanglingkunganmenurut
irufum yang dapat diperbnggung jawabkan'

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
' - 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penydikan

kepada inndntui umum, sesuai-dengan ketgltuan yang diatur

daiam tindang-Undang ttomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.



I

BAB X

IGTEI{TUAII PIDAT{A

Pasal 2O

(1) Setiap orang yarg melanggar terhadap ketenhnn
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I diancam pid?na

kurungan paltng larna 6 (enam) bulan atau denda pattng

banyak Rp. 50.0$.(X)0,- (lima puluh iuta).

(2) Selain tindak pridana sebaga:rnana dimaksud dalarn ayat (1),

tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan

pencemaran lingkungn hidup diancam pidena sesuai

iJndang-Undang yang mengatur tentang Pengelolaan

Lingkungan HiduP.

BAB XI
KETET{TUAN PERAIJHAI{

Pasal 21

(1) Dokumen AMDAL, UKL=UPL sebagai kelengkapan perizinan

bagi setiap usaha dan ahu kegiatan yang telah berlaku
sebelum diundangkannya Perafuran Daerah ini dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Perahrran Daerah ini.

(2) Selambatrlambatrrya 1 ( satu ) tahun setclah berlakunya
Perahrran Daerah ini, seUap orang dan penanggung jawab

usaha dan abu kqiatan sebagaimana dimaksud dalam
Perahtran Daerah ini wajib menysuaikan dengan ketentuan
yang terdapat dalam P€raturan Daerah ini.

BAB XII
KETENruAII PENUruP

Pasal 22
Pada saat bertrakunya Perattlran Daerah ini semua perahran
perundang-undangan daerah yang hr{<aitan dengan Pengendalian
Dampak Lingrkungan yang telah ada, tetap berlaku sepaniang tidak
bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan
Daerah ini.



Pasal 23

peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diurndangkan.

Agarsupryasetiaporangmerrgemtruinya,mernerinhhkan
FngunAa';gin Peratrran Oaeratr ini dengan penernpatannya dalam

iemUaran daerah Kabupaten Kerinci.

DitetaPka* di Sungalfnuh
Pada bnggal4 SePtember 2008

BttPATr KERTNCT'
dto

H. FAUZI SIIN

Diundangkan di *mgalPenutt
pada tanggal 9 SePtember 2ffi

LEHBARAT* DAERAF IfiBI'FATETT I(ERI]ICI
TAHUI{ 2lXt8 llOttlOR 7



PETU'EI-ASAT{ ATAS
PERAruRAN DAERAH KABUPATEI{ I(ERIT{CI

Irlot'iloR 7 TAHUI{ 2(x,8

TENTAilG
PETIIGEI{DAIJAI{ DAI.IPAK LII{GKT,IIGAT{

I. PET{IELASAH UTIIUII

Pada dasamya permasalahan lingkungan hidup yang teriadi di

Kabupaten Kerinci 
-adalah 

telah terjadi penurunan.daya dukung

lingkungan. Pemasalahan ini terjadi sebagai akibat dari rcndahnya

t&Oaran sebagian masyar:akat terhadap pentingnya pengendalian

lingkungan hidu-p. Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor antara

hii : Grubahan fungsi dan tatanan lingkungan, penurunan fungsi

dan kwalibs lingkungan, tidak adanya ketepduan pengelolaan

zumber daya manusia, zumber daya alam dan sumber daya buatan

dalam pengengalian lingkungn hidup anbra bebagai pihalq kurang

optimainya pemanfaatan ruang kota serta pencernaran lingkungan
ying dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan industri, aftivitas
iumltr bryXF dan lalu lintas kendaraan bemotor. Tingginya tingka!
kepadatan pnduduk dan aKifihsnya telah memberikan efek

samping yaihr tekanan terhadap kemampuan daya dukung
lingkungan untuk menerima beban buangan limbah baik limbah
padat, cair dan emisi.

Permasatahan lingkungan tersebut di ahs perlu diupayakan

dengan jalan dilakukannya pengendalian secara terpadu antar

bertagai sektor, stake holders di Kabupaten Kerinci. Untuk
mencegah, menanggulangi dan atau melakukan pemulihan

pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan dengan

berbagai program antara lain : pengendalian pencemarcn dan

rehabilitasi lingkungAn hidup, penyelamatan hutan, tanah dan air,
pengembangan sumberdaya manusia pergolola lingkungan hidup'
pengembangan sistem informasi lingkungan, pentaahn dan

benegal€n hukum lingkungan, pningkatan sumberdaya

ketembagaan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan dan

penataan perizinan bidang lingkungan hidup.



Dalampngendalianlingkunganperlumemperhaukan
bertagai penAeiatan sebagai langkah tindak yang dflakukan, lraitu
penAeicatin sebab terhadap sumber masalah, pendekatan program

i;d;i"ergi/ keterpaduan antar sektor dan pendekatan kewilayahan

atau keruangan.

oleh Karena ihr agar hrdapat kejelasan arah kebijakan dalam

p"ng"ndulian lingkungan-aipertukan adanya suafi'l Peraturan Daerah

V.ng r"ngatur ian irengendalikan pengelolaan s.umbel daya alam

ian-tingt,ingan. Diharapkan agar semua usaha dan atau kegiabn

t;rg ;;iriOu*an penurunan kualitas lingkungan {up"t ditekan

lafim rangka menopang keberlanjubn pembangunan daerah.

II. PEH'EI.ISAil PASAL DE]III PASL
Pasal 1

CukuP jelas

Pasal 2
Yang dimaksud dengan usaha dan atau kegiatan yang

menimbulkan dampak lingkungan adalah suatu

aKifitas manusia yang berurjuan untuk memperoleh

suahl keuntungan tertenfir (baik serira :

ekonomilmsiaUpolitik dll) yang hrptensi abu dapat
menimbulkan suatu perubahan terhadap suatu

kondisi/rona lingkungnn hidup yang ada disekitamya'
Rona lingkungan hidup tersebut dapat berupa

lingkungan abiotilq bidik dan abu sosial ekonorni,

budaya serta kesehatan masprakat.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
CukuP jelas

Pasal 5
a. Bidang AMDAL unilk usaha dan atau kegiabn

sebagaimana dimaksud harus terletak pada suatu

lokasi )Eng sesuai dengan perunfukannya seperti

dalam fiencana Tab Ruang Wlayah / Daenh (RTRVU



yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan bahwa

rtuO?rrjii" AMDAL tersebut sudah mempunyai

f."i"fi.ait loka$ atau pada suatu satuan ekosisEm

;;'*;tti' or.n karena itu penyusun AMDAL ini

;;iii tuLf*n.kan setelah mendapatkan izin lokasi

oiil-*Giu* kegiaan konstruksi usaha dan atau

k"git* yang bersangkungan dilaksanakan'

;"d; uru- 
--upl- uituk-usaha dan atau kegiatan

[uigii*;" dimaksud harus terlebk pada suahl

lokasi yang *t*i dengan peruntukannya :epery
dalam Rencana ita Ruani wilgvah I . 

Da95ah

i-nfnwl yang ditetapkan' nat ini dimaksudkan

Lft*. 'tt.t,ii i kajian UKL-UPL tersebut sudah

iltp*vui *"lerasan lokasi abu pada suaht satuan

ekosi-stem yang sesuai' Oleh Karena itu penyusun

Utc-d'l *d;iu iittto"nakan setelah menyebabkan izin

idri'"au'r.u"rum r"gi.an kolsfiruksi usaha dan

atau kegiabn yang bersangkuhn dilaksanakan'

Pasal 6' ---iung 
dimaksud dengan persyaratan unhrk pengaiuan dan

penerbitan izin adalah :

J.- eagi usatra--Jan atau kegiatan .y?19 . waiib- 
me-tataanakan Analisis Mengenai Dampak ungkungan

i nuom )-maka harus melenekapi {-T:lT:f,ftt
hekomendisi Kelayakan Ungkungan beserta d3:omen

Rencana Pengebdan Ungkugan { RPI ) dan,dokmen

rencrna pettiinauan ti-ngkungan ( IKL )^sebagai
persyaratan perizinan' ( ee Nomor 27 tahun 1999 )'

b. ilgi'usaha ban/aau liegiatan yqng..yal]b menyusun

upiya Pengelolaan Ungkungan ( UKL ) dln Yptyt
Pemantauai- ungLungan ( uel ) maF .harus
melengkapi / melimplr*an Rekomendasi Kelayakan

Lingkungan, t"Utgui pe-rsryanbn prizinan ( KepMen

LH Nomor 86 Tahun 2002 )'



c. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib
menlusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
( AMDAL ) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan ( UKL )
dan Upaya kmantauan Lingkungan ( UPL ), maka
harus menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan
(DKL) dan harus melengkapi/melampirkan
Rekomendasi Kelayakan Ungkungan, sebagai
persyaratan perizinan.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
laporan sebagaimana yang disampaikan kepada
instansi pngelola lingkungan hidup, sekurang-
kurangnya mengenai :

a. Pemantauan kualitas lingkungan.
b. Mengebhui waKu-wdfu terjadinya pencemaran

dan atau perusakan lingkungan hidup.



c. Mengetahui media lingkungtan yang terkena

damPak.
d. Perkiraan Sr'rmber Pencemar dan atau perusakan

lingkungan'

Pasal 16
CukuP jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
CukuP jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jdas

Pasrll22
Cukup ielas

Pasal 23
Cukup ielas

I

I

1

I

I

I

I

IL

l

I

L_
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LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KAB. KERINCI
NOMOR 7 TAHUN2OOs
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2OO8

JENIS USAHA I}AIYATAU KEGIATAN
YANG WAJIB I}ILENGKAPI DENGAN AMI}AL

A" BIDANG PERTAHANAI{ DAII KAAMANAN

B. BIDAIIGPERTANIAT\I

C. BIDANGPERIKA}{AN

JenisK€siataa
Perikanm
ftak udangfikan tindet teknologi
r alau tanpa unit pengelolaannya

rya Perikanan terapung fiaring

Danau)

marju dan

apmg dan

No Jenis trfuciatan SkaldBcsaran
1

J

-)

4

5

Pembangunan Gedung Ammisi Pusat & Daeratt
Pembangunan Panglalan TNI AL
Pembangunan Pangkalaa TM AU
Pembaagunan Pusat Latihan Tempur
Pembangunan l^apangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU
danPOLRI

SemuaBsaran
Kelas AdanKelasB
Kelas A danKelas B
Luas> 5.0m Ha
Luas > 5,000 IIa

No Jenis Kesietan SkalalBesaran
1.

2

Budidaya tanaman pangan & Hortikultura :

/ Semusin dgltanpa rmitpengolahannya
r' Tahunan dgtanpaunitpengolatnnnya
Budidaya tanaman Pertebunan :

a. Semusim dglanpa unit pengolahannya :

r'Dlm kawasan budidaya non kehutanan
/Dlm kawasan budidaya kehutanan

b. Tahunan dgltanpa rmit pengolahannya :

r' Dlm kawasan budidaya non kehutanan
r'Dlm kawsan budidaya Kehutanan

Luas> l.0mHa
Luas > 2.500I{a

Luas 2 1.500 Ha
Semua besaran

Luas > 1.500 Ha
Semua besaran

Luas > 25 IIa

Luas > 1,25 IIa
atau jumJah > 250
Unit



D. BIDAI{G KEHUTAI\TAI\I

E. BIDAI{G PERIIUBT]NGAT{

No Jenis Keeiatan Skala/Besaran
l.

2.

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
a. Usaha Pemanfaatan H'asil Hutan Kayu (IPHHK) dari Hutan

Alam(HA)
b. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (JPHHK) dari Hutan

Tanaman (HT)
Setiap Jenis Usaha dan atau kegiatan yang melakukan usaha
dan atau kegiatan dalam kawasan konservasi/Tarnan
NasionaVCagar Alam

Semua Besaran

Luas
Haletat

Semua Besaran

No Jenis Kesiatan Skala/Besaran
l.
2.
J.

4.

5

6.

7.

8.

Pembangunan Jarinean Jalan Kereta Api
Konfuksi Bangunan Jalan Rel di Bawah Permukaan Tanah
Pembangunan Terminal Terpadu Moda dan Fungsi
a. Pengerukan Perairan dengan capital dredging
b. Pengerukan Perairan Sungai dan/atau laut yang memotong
_ m.atprial karang dan/atau batu

Pembangunan Pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut :

a. Dermaga dengan bentuk kontnrksi sheet pile atau open pile
b. Dermaga dengan kontruksi masif
c. Penahan Gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang

(break water)
d. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang peti

kemas dll)
e. Single point mooring boey
Reklam asi (pengurungan)

Kegiatan Penempatan Hasil Keruk (dumping) di Darat

Pembangunan Bandar Udara Baru Beserta Fasilitasnya (untuk
Fixed Wing maupun Rotary Wing)

Panjang > 15 Km
Semua Besaran
Luas > I Ha
Vol > 250.000 m3

Semua Besaran

Panjang > 1.00 m
Luas > 3.000 m2

Semua Besaran

Panjang > 100 m

Luas ) 2,5 Ha
Untuk Kapal
5.000 DwT
Luas > 15 Ha atau
Vol > 250.000 m2
Vol > 250.000 m2
atau luas area
dumping
>2,5Ha
Semua Besamn
kel bandar udara
(A<B dan C)
beserta hasil study
rencana induk
yang telah
disetujui.



9. I Pengembangan Bandar Udara beserta salah satu fasilitas
berikut :

a. Landasanpacu I Panjang} 100{n
b. Terminal Penompang atau terminal kargo I lo* t 1000 m2

c. Pengambilan Air Tanah | > ZS liter/dtk (dari

I I sumur s/d 5

I sumur dalam satu

I area < l0 Ha)
10. I Perluasan Bandar Udara

B eserta/atau fasilitasnya :

a. - Pemindahan Penduduk, atau | > 100 KK
- Pemisahan Lahan I > 50 Ha

b. Pemotongan Bukit dan Pengurangan Lahan dengan volume I Vom*" 250.000
m'

F. BIDAI\G KESEIIATAI\

No Jenis Keciatan Skala/Besaran
I Pembansunan Rumah Sakit Kelas A dan B atau vans setara

G. BIDANG PERII\IDUSTRHN

No Jenis Kesiatan Skala/Besaran
1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

ll.
12.
13.

10.

Industri Semen (yang dibuat melalui Produksi Klinker)
Industri Pulp atau Industri Kertas yang terintegrasi dengan industri
pulp, kecuali pulp dari kertas bekas dan pulp untuk kertas budaya.
Industri Petrokimia Hulu
Industri Pembuatan Besi dasar atau baja dasar (iron and steel
making) meliputi usaha pgrn6uatan besi dan baja dalam bentuk
dasar seperti peller bijih besi, besi spons, besi kasar/pig iron,
paduan besi/alloy, ingot baj4 pellet baja" baja bloom dan baja slab.
Industri Pembuatan Timah Hitam (Pb) Dasar (termasuk industri
dawulang)
Industri Pembuatan tembaga (Cu) dasar/katoda tembaga (bahan
baku dari Cu konsentrat)
Industri Pembuatan Aluminium Dasar (Bahan Baku dari Alumina)
Kawasan Industri (termasuk komplek industri yang terintegrasi)
Industi Bahan Kimia Organik dan Anorganik yang memproduksi
material yang digolongkan Bahan Berbahaya dan Beracun (83)
Industri Baterai Kering (yang menggunakan bahan baku
merkuri/Hg)
Industri Baterai Basah (akumulator listrik)
Kegiatan Industri yang tidak termasuk angka I sid 12
Penggunaan areal :

a. Urban:
- Kota Sedang

Semua Besaran
Semua Besaran

Semua Besaran
Semua Besaran

Semua Besaran

Semua Besaran

Semua Besaran
Semua Besaran
Semua Besaran

Semua Besaran

Semua Besaran
Semua Besar:an

2 7,5 Ha



b.
- KotaKecil
Rural/Pedesaan

> l0rtu
>15Ha

H. BIDAIIG PEKERJAAI\' IIII{ITM

No Jenis Kesiatan Skala/Besaran

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pembangwan Bendunganlwaduk atau jenis tampungan nir laimrya

- Tingg
- Atauluas Genangan
Daerah kigasi
a. PernbangunanBam

- Luas
b. Peningkatan

- Luas Tambahan
c. Pencetakansawah

- Luas (perkelompok)
Pengembangan Rawa :

Reklamasi Rawa rmtuk kepentingan kigasi
Pembangunan peng:rman pontai dan perbaikal muara smgai
- Jaxak dihitungtegak lurus pantai
Normalisai Srmgai (termasuk sodetan) dan Pembuatu Kanal Banjir :

a. Kota Sedang
- Panjang
- Atau Volume pengerukan

b. Pedesaan
- Panjang
- Atau Volume pengenrkan

Pembangunan danlatau peningkatan jalan dengan pel#rm di luar
daenh milik jalan :

a. Kota Sedang
- Panjang
- AtauLuas

b. Pedesaan
- Panjang

Persanpahan
a. Pembuangan dengan sistem Control LandfilUSanita4r landfill

(diluarB3)
- Luas
- AtauKapasitas

b. TPA di DaerahPasang Surut
- Luas
- Atau Kapasitas Total

c" PembangunanTransfer Sation
- Kapasitas

d. TPA dengan Sistem Opea Dmping
e. Pembansunan Instalasi Peneolalnn SamFh tfrpatrl

>7,5m
> 100 Ha

> l.00OHa

> 500 Ha

> 250 IIa

Z 500 Ha

>250m

>5km
> 250.tX)0 m3

> ?,5 lcn
> 250 000 m3

>5km
>5ha

>15km

>5ha
> 5.000 ton

> 2,5Ha
> 2-5ffi ton

> 500 ton/hari
Sernua Ukuran

b,,



8.
9

- Kapasitas
f. Pengolahan dengan insenerator

- Kapsitas
g. CompstingPlant

- Kapasitas
Pembangrman Perumahan/Permukiman
AirLimbahDomestik
a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (FLT),

tennasuk fasili tas panunjangrrya.
b. Pembangunan Instalasi Air Limbah {fftAl-) limbah domestik

termasuk fasili tas penunjangnya.

c. Pembangurnn SistemPerpipaan Airlimbatl Luas layanalr
Pembangunan Saluran Drairuse Permukiman :

- PembangunanSaluraqpanjang
Pengambilan Air dari d-nau, nmpi rnata air permukaan, atau

zumber air pernrukaan lainnya
- Debit Pengambilan
Pembangunan Pusat Perkantoran, Pendidikan, Olahraga, Keseniarg

Tempat lbadalr, Pusar PerdaganganlPelbelaqiaan Relatif
terkosentrasi
- Luaslahan
- AtauBangunan

13. I Pembangunan kawasan permukiman rmtuk pemindahan
pendudukltranwiensi :

- JurnlahPendudukyangdipindahhn
- Atauluas tnhan

> 250 tonlhari

> 250 tonftari

> 50 ton/hari
>50rtu

> 1Itu

> 1,5 Ha

> 250 ttu

> 5km

> 125 ydtk

Z 2,5 Ha
> 5.000 m2

> 100 KK
>50Ha

10.

11.

LZ.

L BIDAI{G ENERGI DAFI SI]MBER DAYA MINERAL
Ua- mum

No Jenis Kegiatan Skala/Besaran
l.

2.

Mined Batu Bara dan Panas Bumi
- Luas Perizinan (KP), atau
- Luas Daerah Terbuka untuk Pertambangan

Tahap Eksploitasi
a. Eksploitasi dan pengembangan rup panas bumi

dafllatau pengembangan panas bumi
b. Batubara/Gambut

c. BijihPrimer

d. Bijih Sekunder / endapan alluvial

e. Bahan Galian Non Logam atau Baban Cnlian
Golonean C

> 100 Itu
>25Ha
(kumulatifltahun)

U 125.000 tonltlm
(ROM)

(ROh/f)

(RON{)

(ROM)

fROM)



3.
4.

5.

f. Bahan Galian Radioaktif, termasuk pengolahaa
penambang;an dan pernurnian

g. Bahan Galian Timbal, terrnasuk pengolahan,

Psnamfo alrgar dan Pemunian
Tambang di Iaut
Melakukan Penemptan Tailing di bawah laut (submarirc
tailing disposal)
Melalcukan pengolahan bijih dengan pros€s sianida atau

Semua Besaran

Semua Besaran

Semua Besaran
SemuaBesaran

Semua Besaran

b. dan Gas Bumi
No Jenis Kesiatan SkalafBesaran

1.

4
5

2.

-l

Eksploitasi Migas dan Pengembangan Froduksi
a. di Darat

-tapangan Minyak
- Lapangan Gas

b. di Laut
Transmisi Migas (tidak termasuk pembinaan

lapangan):
a. Di Darat

- Panjang
- Atau Diameter Pipa

b. Di Laut
Pembangunan Kilang
TLPG
. LNG
- Minyak
Pembangunan Kilang Minyak
Kilang Minyak Pelumas Bekas (tumasuk
oemmians)

> 2.500BOPD
} T5 MMSCFD
Semua Besaran

>25km
> lO inci
Semua Besaran

> 25 MMSCFD
> 225 MMSCFD
> 5 BOPD
z 5-000 B0PD
> 5.000 ton/tahun

Listrik dan Pemanfaatan
No Jenis Kcciatan Skala/Besaran

1.
a

Pembangurnn Jaringan Transmisi
Pembangunan
a. PLTD IPUTGIPLT{ tPLTGU
b. Eksploitasi dan Pengembngan Uap Panas Buni dan

atau Pembangunan Panas Bumi
c. Pembangunan PLTA dengan :

- Tinggi Bendungan
- Atauluas Cenangan
- Atau Aliran langsung (kapasitas daya)

d. Pembangunan Pembangkit Listrik dari jenis lain (Sqra
Anrxn. Biomassa dan Gambut)-

>75KV

>50MW(dlm I lok)
>25MW

>?,5m
> 10O I{a
>25MW

:5IvfW



d. Tda
No Jenis Kesiaten Skala/Besaran
1 Pengambilan Air Bawah Tanah (sumur tanah dangkal, sumur

taaah dalam dan mata air) s$mlrr, atau dari 5

$rmgr dalam area < 10
lla)

J. BIDAI\{GPARIWISATA

No Jenis Kesiatan Skala/Besaran
I
2

-)

4

TamanRekreasi
Kawasan Pariwisata
Hotel:
- Jumlahkamar
- AtauluasBangunan
Laoansan Golf ftidak termasuk &iving range)

> 50IIa
Semua [lesaran

> 100 Unit
> 2,5tr^
SemuaBesaran

IC BII}AI\IG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAI{ BERACUN (83)

L. BIDAI{G REKAYASA GNNETIKA

BI]PATIKERINCI,

dto

H. T'AUZI SIIN

No Jenis Kcsiatan Skata/Besaran
I Pengurnpulan, pemanfaab4 pengolahan

penimbunan limbah 83 sebagai kegiatan utama
Semua Kegiatan yang
bersifat jasa pelayanarq
komersial, menetap dan
mengelola belbagai jenis
dan sifat limbah 83 (tidak
termasuk kegiatan skala
kecil sepedi pengumpulan
minyak pelumas bekas,
minyak kotor dan slope
oil, pernanfaatan tirnah dan
flux solder)

No Jenis Keaiatan Skala/Besaran
L

2.

Introduksi jenis-jenis tanailum, hewan dan jasad renik ptoduk
bioteknologi hasil rekayasa genetika
Budidava oroduk bioteknolosi hasil rekayasa genetika

Semua Besaran

Semua Besaran



$AIUPIRAN II: PERATI]RANDAERAH KAB. KERINCI
NOMOR 7 TAHI]N 2{N8
TATTGGAL 4 SEPTEMBER 2M8

JEMS USAHA DAI\[ ATAU KEGIATAI{ YAI\TG WAJIB DILENGKAPI
DOKITMEN ITPAYA PENGELOLAAI\ LINGKUNGAIY (UKt)

DAI\I T'PAYA PEMANTAUAN LINGI('NGAN (UPL).

A. BIDA}IG PERINDUSTRIAN

Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan,
binatang lunak atau berkulit keras yang dikaleagkan

Binatang Lunak atau Binatang berkulit keras bekq ikan
atau biota perairan lainnya beku

Kecap

Tahu

- Ransumlpakan jadi untuk ikan dan biota perairan lainnya

- Ransum/pakan jadi untuk ternak besar, temak kecil,
aneka tenrak, temak unggas, temak lainnya (bentuk
tepmg; butiran, pelet)

- Ransum/pakan jadi untuk hewan

- Ransum setengah jadilkonsentrat untuk ternak besar,
temak kecil, aneka temak, ternak unggas

- Pakan jadi untuk temak besar, ternak kecil, unggas rtan
ternak lainnya.

Penggergajian dan Pengawetan Kayu

Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel

Perabot Rumah Tangga lainnya

Industri Percetakan dan Penerbitan

Produksi Riil > 1.100
ton/tahun

Produksi Riil > 1.000
ton/tahun

ProduksiRiil> I Juta

ton/tahun
Produksi dil
tor/tahrm
Produksi riil > 1.000
ton/tahun

Produksi riil > 1.000
ton/tahun

Produksi riil > 1.000
ton/tahun
Produksi riil > 1.000
ton/tahun

Produksi riil > 5000
ton/tahun
Investasi ) Rp. 200
Juta
Investasi > Rp. 200
Juta
Produksi riil > 0,25
Jutam3ltahrm



11. I lJbin Semerl bata/dinding dan genteng dari sene4 pipa Investasi > Rp, 500
Jutabeton berhrlang dan tiang dan bantalan beto4 barang

lainnya dari semen mtuk konstnrksi hasil ikutan/sisa dan
jasa pemrnjang indusri barang dari semen untuk
konstruksi

12 1 - Perlengkryan Rumah te.gp dtri tanah liiat tanpa atau
dengan gaizur,hiasan rumah tangga dan pot bunp segala
jenis dari tallu.hhal hasil ikutadsisa dan jasa penunjang
industd barang dari tanah liat untuk keperluan Rumah
Tangga

-Piring Tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis)
cangkir dan piring tarnh liat tanpa/dengan glazur

Investasi : Rp. 300
Juta

Investasi ) Rp. 300
Juta

13. | - Batu Bata berongga atau tidak berongga press mesin I Investasi

- Batu Bata Press mesin dengan tangan, semen mera\ | Juta
kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil | Irwestasi Z Rp. 300

ikutan/sisa dan jasa perudang indugri batu bata dan I Juta

tanah liat

la, I Barang dari marmer/batu prralam dan granit keperluan I Investasi > Rp. 300

bangunan hasil ikutan/sisa dzn jasa penrmjang indusni I Juta

barang dari marmer untuk kepeduan bahan bnguoe-

15. I Barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan I Investasi ) Rp. 500

bangunan hasil ikutan/sisa dan jasa pendukmg indusfri I Juta

barang dari marmer/batu pualan untok keperluan laimrya

16. I hdustri alat dapur dari aluminium I Irweslasi
Juta

tonltahrm
23. I Mesin pengolab/pengerjaan Kayu dan Perlengkapannya I Inveslasi Z Rp. 50

tonltahrm

tZ. I Alat Pertukangan, Pertaniandandaprdari logam I Investasi

| | Juta

t8. I Barang dari Aluminium unh.rk bangrman I lnvestasi

I I Jula

19. I PembuatanKeleldanBejanaTekan I tnvestasi

| | Juta

20. I Industri Mesin Pertanian rlan Perlengkapan I Inveslasi

I I .hta

zl. I pe*etiharaan dan Peftaikan Mesin-mesin Pertmim | **tr,
Juta

22. I Mesinpengolah/pengerjaan logarn danPerlengkapannya j Investasi



24. I Pemelihaxaan dan Perbaikan mesin logam dan kayu

25. I Mesin Pengolah hasil pertanian dan perkebuna4 hasil
kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta

mesin pengolah lainnya

26. I Mesin Pembangkit LisEik

27. I Mesin Las Listrik

Investasi
tonltahun
Kapasitas
unit/Uhun

Investasi Z Rp.
Juta

Investasi ) Rp.
luta

50

50

B. BII}AIIG PERI}AGA}{GAN

C. BIDAITG TANAMAN PAIYGAN DAN HORTIKI'LTTIRA

No Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Sk*la/Resaran

5.

6.

7.

8.

l.

2.

J.

4.

Laboratorium Suweyor

Laboratorium Penguji Mutu (LPM)

Pasar Swalayan (Srpermarket) atau Toko Serb Ada
(Departement Store)

Usaha Jasa Pergudangan (Vsem)

Pusat PertokoanlPerdagangan

Bengkel yang memerlukan sunt izin usaha perdag;angBn

dan tergolong perumhaan besar

TokoBahmKimia

Oli Bekas

SemuaBesaran

Semua Besaran

Semua Besaran

Semua Besaran

Cfidak termasuk
lahan &bangunan)

Luas Areal < 2,5 Ha
atau Luas Bangunan
< 5.000m

Semua Besaran

Semua Ilesaran

Volume
Liter/Bulan
(tidak termasuk lahan
&bansunan)

No Jenis Usaha dan/atau Keciatan Skala/Besaran

I Percetakan Sawah pada Kawasan Hutan Luas 50Itu Yd 500 Ha
dan tedetak pada satu
hamrraran lokasi



4.

5.

6

Percetakan Sawah diluar Kawasan Hutan

Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim
dengan atau tanpa unit pengolahannya yang t€rletak pada

satlr hamparan lokasi dengan luas
Budidaya tanaman pangan dan hortikultura taftrman
dengan atau tanpa unit pengolahannya yang terletak pada

satu hamparan lokasi dengan luas
Penggilingan padi dan penyosohan beras

Bila Lahanyang ada didalamnya terdapat kegiatanterpadu
seperti butir I s/d 5 tersebut diatas yaitu kegiatan
percetakan sawah dan dau budidaya tanaman pangan dan

hortikultura s6a111sim dan atau tahman dengan atau tarya

Luas 50 Ha Jd 250IIa
dan terletak pada satu
hampannlokasi
Luas 50 Ha s/d < 1.000
Ha

Luas 100 Ha s/d <
2.500 Ha

Kapasitas Terpasang >
0"15 ton
Semua Besaran
tersebut diatas

I}. BIDAF{GPETERNAKAN

No Ienis Usaha danlatau Keeiaian Besardn/Skafa

t.

2.

3.

4

5

6

7

Budidaya burung puyuh atau burung dara...

Budidaya Ayam Ras pedaging

Budidaya itik dan atau angsa dan daau entok

Budidaya ayirm ras p€telur

Budidaya kambing dan atau domh

Budidaya sapi potong

Budidaya ke6au

Populasi > 12.500 ekor
dan terletak pada suatu
hamparan lokasi.
Jumlah produksi
7.500 ekor per siklus
dan terletak pada suatu
hamparan lokasi.
Populasi > 7.500 ekor
dan tsletak pada suatu
hamparan lokasi
Jumlah induk Z 5.m0
ekor dan terletak pada

suatuhampamn lokasi.
Populasi > 150 ekor
den tedetak pada suatu
hampran lokasi.
Populasi > 50 ekor dan
terletak pada suatu
hamparan lokasi.
Populasi > 35 ekor dan
terletak pada suatu
hampanan lokasi.
Populasi > 10 ekor dan

terletak pada suatu
hamparan lokasi.



8. I Budidayasapiperah I Populasi > 25 ekor dan

I I terlelak pada suatu

I I hamparan lokasi
9. I Budidaya kuda I Semua Besaran
10. I Semua pembibiun ternak I Semua Besaran
I l. I Rumah pemotongnn hewan yang digrmakan paling sedikit I Semm Besaran

untuk memenuhi kebuhrhan loal daerah Tingkat II (

Kabupaten/I(ota)
12. lstasiunkarantinahewan lSemuaBesaran
13. I Pasar hewan diperkotaan Semua Besaran
14. lSemua usaha budidaya hewan dm atau ternak yang lSemuaBesaran

didatangkan dari luar negari
15. I Budidaya temak secara terpadu (ebih dari satu jenis I Semua Besa:an

ternak) yang terletak pada suatu hamparaa lokasi

E. BII}ANGPERIKANAI\I

No Jenis Usaha danlalau Kesiatan Besaan/Skala

,)

I

).

Budidaya airpayau
a. Budiaya tambak pada lanan- tanpa membuka hutm

ilulngrove, menggunakan teknologi intensif atai semi
intensif danlatau dengan rmit pembekuan/cold stxage

dan/atau unit pembualan es hlck
6. p"*6*oglplrdang

Budidaya airtawar
a. Budidaya ikan air tawar denganjaringan 4tmg

b- Pep Sistem dalam air tawar menggunakan teknologi
insentif

c. Budidaya ikan air tarilar meilggunakan teknologi
insentif

Usaha penanganan I pengolahan

a. Usahapengolahantradisional
b. Usaha penaganan / pengolahan ikan modern/maju

seperti:
. Pembekuan/ cold storage
r Pengalenganikan

Luas lahan 2,5 ha s/d 25
ha

Kapasitas produksi benur
> 2Ojuta ekor per tahun
Ukuran 25 #,berjunlah
25 unit atau lebih dengan
menggunakan lahan
seluas 0,25 ha
Ukuran 150 mt
berjunlah 5 unit atau
l€bih dengan
menggunakan lahan
seluas 0,25 ha
Luas lahan 2,5 ha sld 25
ha

Kapasitas > 2,5 ton per
unil

Semua besaran
Semua besaran



X'. BIDAI\IG PRASARANA DAERAH

No Jenis Usaha dan/atar Keciatan Satuan Skala/Besaran
I a. Pembangunan Bendungan atau Waduk

b. Rehabilitasi Bendungan atau Waduk

Tinggi alau
Luas Genangan
atau

Daya Tampung

Tinggi atau
Luas Gemngan
atau
DayaTamgmg

3mVd<7,5m

25 ha dd< 100 IIa
50.000 s/d 250.000
t*

>7,5m

> 100 Ha
> 250.000 m2

2

-)

4

5

Daerah higasi
a. Pembangunan Daerah Irigasi
b. Rehabilitasi dan Peningkatan Daerah
Irigasi

c, Percetakan Sawah
PengembanganFawa
a. Reklamasi filwa psang surut
b. Reklamasi non pasang surr$ / l€bak

Jalan raya :

a, Bangunan/peningkafan jalan dengan
pelebaran diluar DAMIJA
- Kota Besar/Tvletropolitan

- Paqjang
- AtauLuas

- Kota Sedang
- Panjang
- AtauLuas

- Perdesaan - inter urban
b. Peningkatan dengian pelebaran didalam

DAMIJA
- Kota Besar/Metropolitan-
Arteri/Kolektor

Persaryahan:
a. TempatPembuangan Akhir (IPA)

dengan Sistem Control LandfilV
Sanitary Landfill

b. TPA di daerah pasang surut

Panjang

Luas Areal

Luas Areal dau
Tarnbahan Luas
Aneal
Luas Areal

Luas areal
Luas areal

Luas
Kapasitas
Luas
Kapasitas

>5km

250 ba Jd < 1000 Ha

> 50O Ha

250 ha dd < 500 Ha
100 I{a Vd < 250 Ha

Z1AIIa s/d< 5fi) Ha
250 I{a sld < 500 I{a

0,5 km s/d < 2,5 km
f I{a Vd <2,5Ha

1,5 km sld < 5 hn
1 I{a s/d < 5 }Ia
2,5 km s/d < 15 km

<5Ha
< 5.000 ton
< 2,5tla
< 2500 ton



c. Pembangunan Transf,er Stasion
d. Pembangurnn Inwnerator

e. Bangunan Komposting dan Daur lllang

Pembangunan Perumahar/Pennukirnan
a. Kota Metropolitan
b. Kota Besar
c. Kota Sedang Kecil

Peremajaan Perumahan dan Permukirnan
a. Kota Metropolitan dan Besar

b. Kota Sedang
c. Revitalisasi Kawasan (memfungsikan
kembali kawasan)

Pembangunan Insalasi Pengolahan
LumpurTtu$a (IPLT)
4an Instalasi Pengolahan Air Limbah
(FAL)
a.IPLT
b.IPAL
Drainase Permukiman Perkotaan :

a. Pembangunan Saluran di Kota Besar

dan
Metropolian
-Drainase Utama
- Drainase Sekunder dan Tertier

b. Pembangunan Salurandi Kcta Sedang

-Drainase Utama
- Drainase Sekrxrder dan Tertier

c. Pembangunan Saluran di Kota.Kecil

Pembangunan Bangrman Gedung

Air Bersih Petkotaan :

a. Pembangunan Jaringan Retribusi
b, Pembangunan Jaringan Pipa Tranmisi
c. Pengambilan air bahr dari sungi,

danau dan sumber air lainnya
d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air

dengan Pengolahan lengkaP

e. Pengambilan air tanah dalam

Luas
Luas

fagasitas
Operasional
Kapasitas
sampahBaku

Luas

< 5fi) ton/hari
semua ukuran

> 2 ton/hari
>250m

Ha s/d< l2,5l{a
Ha #d< 25Itu
Ha s/d < 50 Ha

> 0,5 r{a
>1I{a

> 0,5 Ha

< 2,5 km
0,5 km-2,5 km

<5km
I km-5km

> 2,5 km

< 5.0Sm

50 Ha Vd < 250IIa
1kr Jd< 5hn

25vdtvd< 125 Vdt

> zsltdt
> 2.5Vdrdan< 25

Panjang
Panjang

Panjang

Luas Lantai

Luas Layanan
Panjang

Debit

Hit
Debit



Pembangunan Kawasan Terpadu

Pembangurmn Kawasan Permukiman
untuk Pemindahan Penduduk dan atau
Permukirnan kembali
a. Jumlah Penduduk yang dipindahkan
b. Atau Luas lahan kawasan

Pembangrman Kegiatan Asphatt Mixing
Plant

G. BIDAI{G KBHUTANAI{ I}AN PERI(IBUNA}{

H. BIDANGKESEEATAhI

Luas l,ahan atau
Luas Lantai
Bangunan

udt

< 2,5 Ha

< 5.0O0m

25 KK - IOO KK
I IIa - 50 I{a

Semua Besaran

No Jenis Usaha dan/alau Kegiatan Sanmn Skala/Besaran

l.

2.

Bidangkehutanan
PembangunanTaman Sari

Bidang perkebunan
1 Budidaya tanaman pe*ebunan

semusirn, dengan abu tanapa unit
pengolahannya

2. Budidaya ttnamaq Perkeburlan
tananan atau tanpa unit
pengolahanrya

< 125 ha

Luas 50 dd < l.5tx)
ha dan terletak pada

satu hanpaxan lokasi.
Luas l0O Yd < l.AX)
ha dan t€tt€tak pada
satrr hamparilt lokasi.

No Jenis Usaha dan/atau Keeiatan Besaran/Skala

l.

2.

3.

Ruruh sakit kelas
rumahbersalin)

y.ang (puskesmas,

Laboratorium kesahatan pemerintah meliprfi :

1. Balai laboratorium kesehatan atau yang setara

2. Balai teknis kesehatan lingkungm atau yang setaxa

Laboratoriurn kesehatan swasta meliputi :

1. Laboratoriurn klinik r$arna
2. Laboratorium kesehatan masvarakat utama

Luaslahan<1ha
Lrns bangunan < 5.000#
Jumlah tenpat tidur S
f50 buah

Semua besaraa
Semuabesaran

Semua besamn
Semuabesaran



4.

5.

Indusry farmasi pormulasi obat

Perusahaan obat tradisional golongan pabrik jamu

Semuabesaran

Semua besaran

L BII}AIIG TENAGALISTRIKAI\I

J. BIDA}IG TRANSMIGRASI

No Jenis Usaha dan /atauKegiatan SkalalBesaran Keterangan

3.

4.

l.

2.

5.

6.

Pembangunan jaringan transmisi. . .

Pembangunan
PLTDIPLTG/PLTU/PLTGU... ....

Pembangunan PLTP...

Pembangunan PLTA dengan :

o Tinggi bendrmg atau...
r Luas genangan atau...

r Aliran langsung (kapasitas

daya)...

Pembangunan pusat lisfrik dan jenis lain
(surya angiq biomasa dan gambut)... . ...

Tenaga listrik rmtuk kepentingan sendiri
(genset)......

Tenaga listrik unhrk kepentingan rtrnum
(genset)

15 kV< Kapasitas
<?5kv
Kapsitas< 50MW

Kapasitas< 25 MW

1m-2,5 m
l0 ha < @asitas <
100 ha
0,25 MW <
kapasitas 25 MW

0,5 MW <kapasitas <
5MW

> 2-500 watt Jd <
5 mepwatt

> 2.50O watt s/d <
5 mepwafi

Wajib
membuat
Sumur resilpan
Wajib
membuat
Sumurresapan

No Jenis Usaha dan latau Kegiatan Krit€ria Ket

I Pembangunan kawamn psrtrilkiman untuk pemindahan

pendudukfuansmigrasi :

r Jurnlahpendudukyang
o Luas latnn........ < l00KK

<50ha



r
IC PERTAMBAI\GAN I]MUM

L. MII\IYAKI}AI{ GAS BI]MI

M. BIDAI\IGPARIWISATA

No Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Skalalbesaran Ket

1

2

3.

4.

5.

6.

Luas perizinan (KP) atau...

Luas daerah terbuka untuk penambangan
o Tahap eksploitasi produksi :

Bahan galianbukan logam atau gol C

Batu bara/ gambut

Biji primer...

Penggalian tanah urrtuk konstruksi terowongan
saluran bawah tanah untuk air bersilr/air kotor,
oioa eas....

< 100 txa

<25ha

< 125.1n0 mlthn lrom;

< 125.000 mlthn lrom;

< 10O.0OO mlthn 1roml

Semuabesaran

No Jenis Usaha dan latau Kegiatan Skala/besaran Ket

I Niaga minyak dan gas bumi
SPBU, SPBS, SPNLG......... Semuabesaran

No Jenis Usaha dan /dau Kegiatan Skala/besaran Ket

1

2
J

4
5
6
7

8
9

Sarana
Hotel Bintang
Jumlahkamar ............i.
luas lahan atau...
Luas lahanbangman
Hotel melati
Motel
Penginapan remaja (Graha Wisata)
Hunian wisata (service apartement)
. Jumlahlemar
. Luas lahanatau
. Luas bangrman
Pondok wisata (guest house)
Restoran / nrmah makan........-

< 100
<lha
5 5.fiD m2
< 20 kamar
Semua besaran
< 2Okamar

< 100
<1ha
S 5.000 m2
< 20 kamar
< 50 kursi



10.

11.

l.
)
J.

4.
5.
6

Jasa boga / catering
Tempat konvensi, pemeraq dan balai
pertemuan...
Objek dan dayatarik wisata
Objek wisata rlengan luas
Taman rekreasi dmgan luas. . - ....
Gelanggang rerulng... ...
Gelanggang bola gelinding ... ....
Bioskop...
Arena latihan golf (driving mnge)...

< 50 porsi /hari
Semuabesaran

> 0,5 ha
> 2,5M
Semuabesaran
Semuakisaran
Semua besaran
Semua besaran

N. BIDA}IG PERHUBT]NGAI\'

O. BIDA}{G TELEKOMI]NIKASI

No Jenis Usaha dan /atau Kegiatan Skalalbesaran Ket

l.

2

Bidang Perhnbungan Darat
Angkutan Jalan
a. TerminalPenumpang
b. Terminal Barang
c. Depo
d. Pengujian Kendaraan Berrnotor

Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
a. Derrnaga
b. KedalamanTambatan
c. Botol Kapal sandar
d. Terminal Penrnnpng
e. Pengerukan Sungai/Danau

A,25lta<Luas 2,5 ha
Luas < 2,5 ha
0,05 ha < Luas < 2,5 ha
0,05 ha < luas < 2,5 ha

25m<panjang< l00m
-lm<kedalaman<-5m
Bobot < l5m DWT
O,25ba < luas < 2,5 ha
50.000 m3 <volume
< 5{il.000 m 3

No Jenis Usaha dan /atau Kegialan Skala/besaran Ket

I Pembatrsunan Tower/Ir4enara Telekomrmikasi Semua Besaran

BUPATIKERINCI,

dto
H. X'AUZI SIIN


